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ABSTRAK

Kebijakan Penangkapan lkan Terukur (PIT) bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sumber daya
perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun, salah satu titik kritis yang menimbulkan
ketidaksetujuan di kalangan nelayan adalah dampak finansial yang signifikan terhadap pendapatan mereka,
terutama karena penerapan kebijakan ini tanpa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penerapan PNBP
pasca produksi bagi kapal migrasi perijinan ke pusat, yang menjadi beban tambahan bagi nelayan di
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh
pembayaran PNBP pasca produksi terhadap pendapatan dan produktivitas nelayan. Pengumpulan data
dilakukan melalui observasi langsung pada KM. Tresna, kapal yang berdomisili di PPN Prigi, dan dianalisis
menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan PPN Prigi yang telah
memiliki izin pusat atau melakukan migrasi menjadi kapal pasca produksi merasakan dampak finansial dari
penerapan kebijakan PIT, terutama saat harga ikan rendah dan kualitas hasil tangkapan menurun. Perbedaan
keuntungan antara masa pra produksi dan pasca produksi cukup mencolok, di mana pada masa pra produksi
keuntungan mencapai Rp6.559.726.643, sedangkan pada masa pasca produksi turun menjadi
Rp1.583.033.298. Musim penangkapan juga mempengaruhi produktivitas, di mana selama masa transisi
dari pra produksi ke pasca produksi pada Agustus-Desember 2023, kapal hanya beroperasi sebanyak 4 trip
dengan total tangkapan rata-rata 3.657 kg, dibandingkan dengan 9 trip dan total tangkapan rata-rata 11.733
kg pada periode yang sama di tahun 2022.

Kata kunci: finansial, kesejahteraan, PIT

ABSTRACT

The Measured Fishing Policy (PIT) aims to ensure the sustainability of fisheries resources while enhancing
the welfare of fishermen. However, a critical point of contention among fishermen is the significant
financial impact on their incomes, particularly due to the policy's implementation without fuel subsidies
and the application of post-production Non-Tax State Revenue (PNBP) for vessels migrating their permits
to the central authority, which adds an extra burden on fishermen at the Prigi National Fishery Port (PPN
Prigi). This study seeks to identify the influence of post-production PNBP payments on fishermen's income
and productivity. Data collection was conducted through direct observation of KM. Tresna, a vessel based
at PPN Prigi, and analyzed using descriptive methods.

The results indicate that PPN Prigi fishermen, who have obtained central permits or migrated to post-
production vessels, experience a financial impact due to PIT policy implementation, especially during
periods of low fish prices and diminished catch quality. A stark difference in profit was observed between
the pre-production and post-production phases, with profits reaching Rp6,559,726,643 in the pre-
production phase, which subsequently decreased to Rpl,583,033,298 in the post-production phase.
Additionally, fishing seasons influence productivity, as evidenced during the August-December 2023
transition from pre-production to post-production, where the vessel only operated four trips with an average
total catch of 3,657 kg, compared to nine trips and an average total catch of 11,733 kg in the same period
in 2022.

Keywords: financial, measured fishing policy, welfare
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Pendahuluan

Kebijakan Penangkapan lkan Terukur (PIT) di Indonesia dirancang untuk
mengoptimalkan keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus meningkatkan
kesejahteraan masyarakat nelayan. Dengan berfokus pada pengaturan kuota tangkapan,
PIT bertujuan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi nelayan serta
memastikan kelestarian sumber daya ikan. Melalui pembatasan kuota, kebijakan ini
diharapkan dapat mencegah praktik penangkapan ikan berlebihan dan menciptakan
model pengelolaan yang lebih efektif dibandingkan kebijakan terdahulu yang berbasis
izin kapal (Nurlaela, 2023; Trenggono, 2023). Namun, penerapan PIT tidak sepenuhnya
bebas dari kontroversi, terutama terkait dampak finansial yang dirasakan oleh nelayan.

Salah satu keberatan utama yang muncul adalah penerapan PIT tanpa subsidi Bahan
Bakar Minyak (BBM), yang meningkatkan beban ekonomi bagi nelayan, terutama bagi
kapal yang beroperasi di atas 12 mil laut dan harus melakukan migrasi perizinan ke pusat.
Penelitian menyebutkan bahwa penghapusan subsidi BBM dapat meningkatkan biaya
operasional secara signifikan, yang pada gilirannya menurunkan pendapatan nelayan
(Firdaus & Hafsaridewi, 2017). Selain itu, kewajiban pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi bagi kapal yang melakukan migrasi perizinan ke
pusat menambah tekanan ekonomi bagi nelayan, terutama di Pelabuhan Perikanan
Nusantara (PPN) Prigi (Zulham et al., 2022).

Penelitian yang dilaksanakan di PPN Prigi ini bertujuan untuk menganalisis
dampak kebijakan pembayaran PNBP pasca produksi terhadap pendapatan dan
produktivitas nelayan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan mendalam
tentang bagaimana kebijakan ini berdampak pada kesejahteraan nelayan serta bagaimana
mereka menyesuaikan diri dengan perubahan akibat PIT (Bayyinah & Nurkhasanah,
2021; Picaulima et al., 2022).

Meskipun PIT berpotensi meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan,
tantangan ekonomi dan regulasi yang dihadapi nelayan perlu diperhatikan. Kebijakan
yang lebih inklusif dan mempertimbangkan aspek ekonomi nelayan penting agar tujuan
keberlanjutan dapat tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka (Payong et al.,
2021).
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Bahan dan Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Mei 2024 di Pelabuhan
Perikanan Nusantara (PPN) Prigi serta di KM. Tresna yang melakukan operasi
penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573. Metode pengumpulan
data mencakup observasi langsung pada KM. Tresna, wawancara dengan nelayan dan
pemilik kapal, serta studi literatur dari berbagai sumber terkait. Alat yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi kapal Purse Seine serta peralatan seperti lembar kerja, alat
tulis, kamera, dan kuisioner yang dimiliki secara pribadi.

Data primer berupa hasil survei tentang pendapatan dan produktivitas nelayan
sebelum dan sesudah perubahan mekanisme PNBP pasca produksi. Data sekunder
mencakup data statistik dan laporan penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang
memengaruhi pendapatan dan produktivitas nelayan. Analisis data dilakukan dengan
metode deskriptif dan analisis finansial untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam
tentang bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kesejahteraan nelayan. Penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa data sekunder dapat memberikan wawasan yang
berharga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan nelayan, termasuk biaya
operasional, harga pasar, dan kebijakan pemerintah yang relevan (Suryawati et al., 2016).

Pendekatan deskriptif dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang
dampak kebijakan terhadap produktivitas nelayan, serta faktor-faktor lain yang mungkin
berkontribusi pada perubahan tersebut (Nirmasari & Bibin, 2022). Selain itu, analisis
finansial yang dilakukan terhadap data sekunder dapat membantu dalam memahami
dinamika pasar dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi pendapatan
nelayan secara keseluruhan (Adetama et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan
Hasil

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi memiliki pengaruh
signifikan terhadap pendapatan dan produktivitas nelayan di Pelabuhan Perikanan
Nusantara (PPN) Prigi. PNBP ini merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi
nelayan setelah mereka melakukan produksi, yang dihitung berdasarkan jumlah dan nilai
hasil tangkapan ikan. Banyak nelayan yang merasa terbebani oleh kewajiban finansial ini,
terutama jika mereka tidak melihat manfaat langsung dari pembayaran tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh, perubahan mekanisme pembayaran dari pra produksi
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menjadi pasca produksi memiliki dampak terhadap pendapatan tahunan nelayan di
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi. Sebelum perubahan mekanisme, 66,7%
responden tidak mengetahui besaran pendapatan tahunan mereka, sedangkan 33,3%
melaporkan pendapatan dalam kisaran Rp 10-50 juta. Setelah penerapan mekanisme
pasca produksi, 66,7% responden melaporkan pendapatan tahunan sebesar Rp 10-50 juta,
sementara 33,3% lainnya masih tidak mengetahui besaran pendapatan mereka. Data ini
diilustrasikan pada Gambar 1 dan 2, yang menggambarkan perubahan dan persepsi

nelayan terkait dampak kebijakan baru tersebut.

@ Kurang dari Rp 10 juta
@® Rp 10 juta- Rp 50 juta

Rp 50 juta - Rp 100 juta
@ Lebih dari Rp 100 juta
@ Saya tidak tahu

Gambar 1 Pendapatan Pra produksi Responden

Gambar 1 menunjukkan distribusi pendapatan nelayan responden sebelum
penerapan kebijakan produksi atau PNBP pasca produksi. Mayoritas responden (66,7%)
memiliki pendapatan dalam rentang Rp 10 juta hingga Rp 50 juta. Sementara itu, sisanya
(33,3%) berada dalam rentang pendapatan kurang dari Rp 10 juta. Data ini
menggambarkan bahwa pada periode pra produksi, sebagian besar nelayan masih mampu
mencapai pendapatan yang relatif moderat, meskipun ada sejumlah nelayan yang
berpendapatan lebih rendah. Kondisi ini mencerminkan situasi ekonomi nelayan sebelum
diberlakukannya PNBP pasca produksi, di mana beban biaya operasional masih cukup
rendah dan dampak dari kebijakan baru belum mempengaruhi stabilitas pendapatan

mereka secara signifikan.

@ Kurang dari Rp 10 juta
@ Rp 10 juta - Rp 50 juta

Rp 50 juta - Rp 100 juta
@ Lebih dari Rp 100 juta
@ Saya tidak tahu

Gambar 2 Pendapatan Pasca Produksi
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Gambar 2 mengilustrasikan pendapatan responden setelah penerapan kebijakan
PNBP pasca produksi. Sama seperti sebelum kebijakan, sebagian besar responden
(66,7%) berada pada rentang pendapatan Rp 10 juta hingga Rp 50 juta, sementara sisanya
(33,3%) tetap berpendapatan di bawah Rp 10 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan
pasca produksi tidak membawa peningkatan dalam distribusi pendapatan nelayan secara
keseluruhan.

Analisis kelayakan usaha penangkapan ikan dilakukan melalui pendekatan finansial
yang meliputi perhitungan pendapatan, keuntungan, Revenue Cost Ratio (R/C), Payback
Period (PP), Return on Investment (ROI), dan Break-Even Point (BEP) (Kocu, 2023).
Dalam analisis ini, biaya merupakan elemen penting yang perlu diperhitungkan,
khususnya dalam konteks biaya investasi dan operasional. Biaya investasi adalah modal
awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha, seperti pada KM. TRESNA yang mencakup
biaya kapal, skiff boat, mesin, alat tangkap, dan alat navigasi, dengan total investasi awal
sebesar Rp3.213.500.000 (Choerudin et al., 2022). Menurut Brigham dan Ehrhardt
(2016), biaya investasi mencakup pengeluaran untuk pembelian aset tetap, seperti tanah,
bangunan, mesin, dan peralatan, serta biaya lain yang terkait dengan pengoperasian
usaha, seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi.

Analisis laba per trip kapal perikanan digunakan untuk menghitung keuntungan
bersih per trip dengan mempertimbangkan biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel
(variable cost). Biaya tetap, seperti penyusutan dan perawatan, tidak bergantung pada
volume produksi, sedangkan biaya variabel, seperti bahan bakar dan perbekalan,
dipengaruhi oleh jumlah produksi. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun
terjadi perubahan pada volume produksi, dan tetap dikeluarkan walaupun usaha tidak
beroperasi (Sadarudin et al., 2023). otal biaya dalam suatu usaha adalah hasil
penjumlahan antara biaya tetap dan biaya tidak tetap, yang dapat dinyatakan dalam rumus
TC = TFC + TVC, di mana TC adalah total cost, TFC adalah total fixed cost, dan TVC
adalah total variable cost (Ganda et al., 2022).

Tabel 1. Analisis Jangka Pendek Pada Tahap Pra Produksi

No Keterangan Nilai(Rp)

1 Investasi

a Kapal dan Sekoci 2.010.000.000
b Permesinan dan Jenis 364.000.000
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c Alat Tangkap + Rumpon 740.000.000
d Lampu 5.000.000
e Peralatan Navigasi dan Keselamtan 94.500.000
Jumlah Investasi 3.213.500.000
2 Biaya Tetap
a SIUP 2.940.000
3 Penyusutan
a Kapal dan Sekoci 46.900.000
b Permesinan dan Jenis 25.480.000
c Alat Tangkap 56.250.000
d Rumpon 43.200.000
e Lampu 2.500.000
f Peralatan Navigasi dan Keselamtan 9.027.500
Jumlah Biaya Penyusutan 183.357.500
4 Perawatan
a Kapal dan Sekoci 100.500.000
b Permesinan dan Jenis 36.400.000
C Alat Tangkap 25.000.000
d Rumpon 12.000.000
e Lampu 250
f Peralatan Navigasi dan Keselamtan 4.725.000
Jumlah Biaya Perawatan 178.875.000
Jumlah Biaya tetap 365.172.500
5 Biaya Tidak Tetap
a Pelayanan Tambat Labuh, Kebersihan 3.925.950
Kolam
b Perbekalan (BBM dll) 1.126.350.000
c PNBP Pra Produksi 2.870.000
d Upah Awak Kapal 22.859.664
Jumlah Biaya Tidak Tetap 1.156.005.614
Jumlah Biaya Keseluruhan 1.521.178.114
4 Penerimaan 8.080.904.756
Produksi/Tahun(Kg) 482.442
Harga jual per unit(Rp.000/Kg) 16.75
Biaya Variabel per unit 2.396
5 Keuntungan 6.559.726.643
6 Revenue cost ratio(R/C) 5,312
7 Return Of Investment(ROI) 204%
8 Payback Period(PP) 0,49
9 BEP berdasarkan unit(Kg) 25.441
10 BEP Berdasarkan nilai(Rp.000) 426.132.443

Berdasarkan data pada Tabel 2, total investasi awal KM. TRESNA tercatat sebesar
Rp3.213.500.000, yang mencakup biaya kapal dan sekoci, permesinan, alat tangkap,
rumpon, lampu, serta peralatan navigasi dan keselamatan. Biaya tetap per tahun untuk

operasi kapal ini mencakup biaya izin usaha (SIUP), penyusutan, dan perawatan yang
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mencapai total Rp365.172.500. Biaya penyusutan dihitung sebesar Rp183.357.500 dan
biaya perawatan sebesar Rp178.875.000, mencerminkan kebutuhan pemeliharaan yang
berkelanjutan untuk menjaga kualitas alat dan peralatan penangkapan. Di sisi lain, biaya
tidak tetap yang meliputi biaya operasional seperti bahan bakar, pelayanan tambat labuh,
perbekalan, upah awak kapal, dan PNBP pra produksi, mencapai Rp1.156.005.614. Total
keseluruhan biaya operasional KM. TRESNA per tahun adalah Rp1.521.178.114.

Dari sisi penerimaan, total pendapatan per tahun tercatat sebesar Rp8.080.904.756,
dengan keuntungan bersih sebesar Rp6.559.726.643. Revenue Cost Ratio (R/C) tercatat
pada nilai 5,312, yang menunjukkan usaha ini layak dan menguntungkan karena nilai R/C
lebih besar dari 1. Return on Investment (ROI) sebesar 204% menunjukkan bahwa usaha
ini memberikan pengembalian investasi yang tinggi dalam setahun. Selain itu, nilai
Payback Period (PP) sebesar 0,49 menunjukkan bahwa pengembalian modal investasi
dapat tercapai dalam waktu sekitar 5 bulan 26 hari.

Break Even Point (BEP) dalam kilogram tercatat pada 25.441 kg, yang
menunjukkan bahwa titik impas terjadi ketika produksi mencapai berat tersebut. BEP
dalam rupiah sebesar Rp426.132.443 menunjukkan bahwa pendapatan yang harus dicapai
untuk menutup biaya operasional adalah sebesar nilai ini. Berdasarkan hasil ini, dapat
disimpulkan bahwa usaha penangkapan ikan KM. TRESNA layak untuk dilanjutkan

karena memberikan keuntungan signifikan dan memiliki payback period yang relatif

singkat.
Tabel 2. Analisis Jangka Pendek Pada Tahap Pasca Produksi
No Keterangan Nilai(Rp)
1 Investasi
a Kapal dan Sekoci 2.010.000.000
b Permesinan dan Jenis 364.000.000
c Alat Tangkap + Rumpon 740.000.000
d Lampu 5.000.000
e Peralatan Navigasi dan Keselamtan 94.500.000
Jumlah Investasi 3.213.500.000
2 Biaya Tetap
a SIUP 2.940.000
3 Penyusutan
a Kapal dan Sekoci 46.900.000
b Permesinan dan Jenis 25.480.000
c Alat Tangkap 56.250.000
d Rumpon 43.200.000
e Lampu 2.500.000
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f Peralatan Navigasi dan Keselamtan 9.027.500
Jumlah Biaya Penyusutan 183.357.500
4 Perawatan
a Kapal dan Sekoci 100.500.000
b Permesinan dan Jenis 36.400.000
c Alat Tangkap 25.000.000
d Rumpon 12.000.000
e Lampu 250
f Peralatan Navigasi dan Keselamtan 4.725.000
Jumlah Biaya Perawatan 178.875.000
Jumlah Biaya tetap 365.172.500
5 Biaya Tidak Tetap
a Pelayanan Tambat Labuh, Kebersihan 3.925.950
Kolam
b Perbekalan (BBM dll) 1.126.350.000
c PNBP Pasca 474.019.140
d Upah Awak Kapal 685.789.913
Jumlah Biaya Tidak Tetap 2.290.085.003
Jumlah Biaya Keseluruhan 2.655.257.503
4 Penerimaan 4.238.290.800
Produksi/Tahun(Kg) 247.234
Harga jual per unit(Rp.000/Kg) 17.143
Biaya Variabel per unit 9.263
5 Keuntungan 1.583.033.298
6 Revenue cost ratio(R/C) 1,596
7 Return Of Investment(ROI) 49%
8 Payback Period(PP) 2,03
9 BEP berdasarkan unit(Kg) 46.342
10 BEP Berdasarkan nilai(Rp.000) 794.426.980

Berdasarkan data pada Tabel 2, total investasi awal KM. TRESNA tetap sebesar
Rp3.213.500.000. Biaya tetap per tahun mencakup izin usaha (SIUP), penyusutan, dan
perawatan, dengan total Rp365.172.500. Biaya penyusutan dan perawatan masing-
masing tercatat sebesar Rp183.357.500 dan Rp178.875.000, menunjukkan adanya
kebutuhan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi operasional kapal dan alat
tangkap. Pada kondisi pasca produksi, terdapat peningkatan signifikan pada biaya tidak
tetap, yang meliputi biaya operasional seperti bahan bakar, perbekalan, upah awak kapal,
dan tambahan PNBP. Total biaya tidak tetap mencapai Rp2.290.085.033, dengan
pungutan hasil perikanan (PNBP) sebesar Rp474.019.140 sebagai beban tambahan yang
berdampak pada total biaya keseluruhan. Jumlah total biaya operasional tahunan adalah
Rp2.655.257.503.

Pendapatan tahunan yang dihasilkan menurun menjadi Rp4.238.293.800,
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menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp1.583.033.298. Revenue Cost Ratio (R/C)
tercatat sebesar 1,596, menunjukkan bahwa usaha ini masih layak karena R/C lebih besar
dari 1, namun profitabilitasnya menurun dibandingkan pra produksi. Return on
Investment (ROI) sebesar 49% mengindikasikan bahwa pengembalian investasi dalam
setahun cukup rendah, dengan Payback Period (PP) meningkat menjadi 2,03 tahun atau
sekitar 2 tahun 3 bulan 18 hari. Analisis Break-Even Point (BEP) menunjukkan bahwa
titik impas dalam kilogram naik menjadi 46.342 kg, sedangkan dalam rupiah menjadi
Rp794.426.980. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah produksi dan pendapatan yang
diperlukan untuk mencapai titik impas. Secara keseluruhan, meskipun usaha KM.
TRESNA masih layak dijalankan, peningkatan biaya operasional pasca produksi,
khususnya PNBP, berpotensi mengurangi keuntungan nelayan di PPN Prigi dan
memperpanjang waktu pengembalian modal.

Perbandingan antara tahap pra produksi dan pasca produksi menunjukkan adanya
dampak signifikan dari kebijakan baru terhadap kondisi keuangan nelayan di PPN Prigi.
Kebijakan ini menyebabkan peningkatan pungutan hasil perikanan (PHP) yang cukup
drastis, yaitu dari Rp2.870.000 pada tahap pra produksi menjadi Rp474.019.140 pada
tahap pasca produksi. Kenaikan pungutan ini berdampak langsung pada beberapa
indikator finansial utama. Terjadi penurunan ROI yang menunjukkan berkurangnya
tingkat keuntungan relatif terhadap modal yang diinvestasikan. Hal ini mengindikasikan
penurunan efisiensi penggunaan modal. Peningkatan biaya operasional memperpanjang
waktu pengembalian modal (Payback Period), yang pada gilirannya memperlambat
perputaran investasi dan menambah beban bagi nelayan.

Pembahasan

Salah satu dampak utama dari PNBP adalah pengurangan pendapatan bersih
nelayan. Penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran PNBP dapat mengurangi
margin keuntungan nelayan, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan mereka
dalam melakukan penangkapan ikan (Mustika, 2023). Hal ini menjadi perhatian utama,
terutama bagi nelayan kecil yang sering kali beroperasi dengan margin yang sangat tipis.
Namun, jika dana PNBP dikelola secara transparan dan akuntabel, ada potensi untuk
menginvestasikan kembali dana tersebut ke dalam program-program yang bermanfaat
bagi nelayan, seperti pelatihan, penyediaan alat tangkap yang lebih efisien, dan

pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan perikanan sersta dapat digunakan
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untuk mendukung komunitas nelayan dalam bentuk fasilitas dan program yang
meningkatkan produktivitas mereka (Darmin, 2023; Rahman et al., 2019).

Selain itu, pengelolaan yang baik dari dana PNBP dapat berkontribusi pada
peningkatan produktivitas nelayan. Misalnya, investasi dalam fasilitas pengolahan hasil
tangkapan dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan, sehingga meningkatkan
pendapatan nelayan (Widiyowati et al., 2018). Penelitian juga menunjukkan bahwa
program pemberdayaan yang didanai oleh PNBP dapat membantu nelayan dalam
mengadopsi praktik perikanan yang lebih berkelanjutan dan efisien, yang pada akhirnya
dapat meningkatkan hasil tangkapan mereka (Wijaya, 2023).

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi kebijakan PNBP ini. Oleh karena
itu, penting untuk melibatkan nelayan dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana
PNBP, sehingga mereka dapat merasakan dampak positif dari kebijakan ini (Murobbi,
2023). Dengan demikian, meskipun PNBP pasca produksi dapat mengurangi pendapatan
bersih nelayan, pengelolaan yang baik dan partisipatif dapat mengubahnya menjadi alat
untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nelayan di PPN Prigi.

Analisis finansial KM. TRESNA pada tahap pra dan pasca produksi menunjukkan
dampak signifikan dari kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap
profitabilitas dan kelayakan usaha penangkapan ikan. Pada tahap pra produksi, total
investasi awal yang dikeluarkan adalah Rp3.213.500.000, mencakup kapal, permesinan,
alat tangkap, dan peralatan keselamatan. Dengan total biaya tetap sebesar Rp365.172.500
dan biaya tidak tetap Rpl1.156.005.614, total biaya operasional mencapai
Rp1.521.178.114. Dalam kondisi pra produksi, KM. TRESNA mampu menghasilkan
pendapatan tahunan Rp8.080.904.756 dengan keuntungan bersih Rp6.559.726.643. Nilai
Revenue Cost Ratio (R/C) yang tinggi (5,312) dan Return on Investment (ROI) sebesar
204% menunjukkan kelayakan usaha yang baik, serta Payback Period (PP) yang singkat
(0,49 tahun) mencerminkan efisiensi modal yang tinggi. Peningkatan PP dapat
mengindikasikan risiko yang lebih tinggi bagi investor dan nelayan, yang dapat
mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan usaha mereka
(Sadarudin et al., 2023).

Namun, setelah kebijakan PNBP diberlakukan pada tahap pasca produksi, terjadi
peningkatan signifikan pada biaya tidak tetap yang melonjak hingga Rp2.290.085.003.
Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh pungutan PNBP sebesar Rp474.019.140 dan
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peningkatan upah awak kapal. Total biaya operasional tahunan meningkat menjadi
Rp2.655.257.503. Akibatnya, pendapatan tahunan menurun menjadi Rp4.238.293.800,
yang hanya menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp1.583.033.298. Penurunan ini
tercermin dalam R/C yang turun menjadi 1,596 dan ROI yang berkurang drastis menjadi
49%, menunjukkan bahwa usaha tetap layak dijalankan namun mengalami penurunan
profitabilitas.

Peningkatan waktu pengembalian modal atau PP dari 0,49 tahun pada pra produksi
menjadi 2,03 tahun pada pasca produksi menandakan beban finansial yang lebih besar
bagi nelayan. Selain itu, analisis Break-Even Point (BEP) menunjukkan peningkatan titik
impas, baik dalam kilogram (dari 25.441 kg menjadi 46.342 kg) maupun dalam rupiah
(dari Rp426.132.443 menjadi Rp794.426.980). Hal ini mengindikasikan bahwa usaha
membutuhkan tingkat produksi dan penjualan yang lebih tinggi untuk mencapai titik
impas. Perubahan dalam biaya tetap dan variabel dapat mempengaruhi BEP secara
signifikan dalam usaha perikanan (Adhiatma et al., 2019).

Kebijakan PNBP pada tahap pasca produksi meningkatkan beban biaya operasional
secara signifikan, yang berdampak langsung pada penurunan profitabilitas KM.
TRESNA. Kebijakan ini dapat mengancam keberlanjutan usaha penangkapan ikan
nelayan di PPN Prigi jika tidak disertai dengan dukungan subsidi atau kebijakan
kompensasi lainnya untuk mengurangi beban finansial yang mereka hadapi. Dampak
kebijakan ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesejahteraan ekonomi
nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Menurut penelitian oleh
(Rahman et al., 2019), kebijakan PNBP yang tidak diimbangi dengan dukungan subsidi
atau kompensasi dapat menyebabkan penurunan pendapatan nelayan dan meningkatkan
risiko kebangkrutan (Putera et al., 2019). Oleh karena itu, penting untuk melakukan
evaluasi lebih lanjut mengenai dampak kebijakan ini terhadap kesejahteraan ekonomi
nelayan.

Simpulan

Kebijakan Penangkapan lkan Terukur (PIT) berdampak signifikan terhadap
keuangan nelayan di PPN Prigi, terutama bagi kapal yang bermigrasi menjadi kapal pasca
produksi. Keuntungan menurun dari Rp6.559.726.643 pada masa pra produksi menjadi
Rp1.583.033.298 pada masa pasca produksi. Produktivitas juga berkurang, dengan
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penurunan jumlah trip dan total tangkapan pada Agustus-Desember 2023 dibandingkan
periode yang sama di tahun 2022.
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